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Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
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Dengan hormat, kami paikan bahwa mal Fakultas Ilmu Sosial dan [lmu Politik
Universitas Hasanuddin yakni:

nama : Mursalin Kadir

no. pokok : EO11 201033

departemen : Tlmu Administrasi
prog.Studi : Administrasi Publik
alamat : Jin. Baji Pamai V/9A Makassar

Bermaksud melakukan Penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan
skripsi yang berjudul : E-Readiness ( Kesiapan) Pemerintah Kota Jayapura dalam
Pelaksanaan E-Government

Schubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan
diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
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PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JI.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor . T44/S.01/PTSP/2024 Kepada Yth.
Lampiran Do Gubernur Prov. Papua

Perihal . lzin penelitian
di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor ::269/UN4.8.1/PT.01.04/2023 tanggal 03
Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawa\ﬁ ini:

Nama : MURSALIN KADIR ) /’
Nomor Pokok : E011201033 s T <
Program Studi : Adm. Publik ES
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)

Alamat : JI. P. Kemerdekaan'Km,. 10 Makassa

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI,
dengan judul :

" E-Readiness (Kesiapan) Pemerintah Kota Jayapura dalam pelaksanaan E-Government "
Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 15 Januari s/d 15 Februari 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud
dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 12 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT |
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.
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PEMERINTAH KOTA JAYAPURA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Balai Kota No.1 Kantor Otonom Lt.Ill Entrop Jayapura

—————————
SURAT IJIN PENELITIAN
NOMOR :070/ \¢ / Kesbangpol / 2024

Dasar

-

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementrian Dalam Negeri ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
316), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun
2010 Tentang Organisasi dan Tata Keria Kementrian Dalam Negeri ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat

Keterangan Penelitian.
Menimbang : Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan Nomor 744/5.01/PTSP/2024 Tanggal 12 Januari 2024 perihal Izin

Penelitian
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota J yap il kepada :
a. Nama : MURSALIN KADIR
b. No.Pokok . E011201033
c. Jurusan 3
d. Prog.Studi : Administrasi Publik
Untuk 1. Melakukan Penelitian dengan judul “ E — Readiness ( Kesiapan )
Kota dalam F E-
2. Lokasi +F Daerah Kota

3. Waktullama Penelitian : 15 Januari s/d 15 Februari 2024

Setelah mempelajari surat yang digjukan, dengan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura
TIDAK keberatan MEMBERIKAN Rekomendasi ljin Survey/Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :
2. Sebelum melaksanakan kegiatan agar terlebih dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait
termasuk aparat keamanan di daerah;
b. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik
indonesia serta menghormati tata tertib dan budaya masyarakat setempat;
. Selelah penelitian selesai, peneliti wajib melapor dan y kan hasilny b 1 kepada
Walikota Jayapura Up. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jayapura;

o

(=%

Tidak melakukan kegitan lainnya kecuali dalam kepentingan program kegiatan sesuai rekomendasi;

. Memperhatikan dan menjaga kondisi Y pat dan apabila P impangan akan
ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

@

Jayapura, 19 Januari 2024

Tembusan disampaikan Yth:
1. Waiikota Jayapura (sebagai laporan);
2. Kapolresta Jayapura
3. Yang bersangkutan
4. Arsip
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TELP DAN FAX (0967) 522245 KOMINFO
e-mail : kominfo@jayapurakota.go.id website : www.kominfo.jayapurakota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 045.2 / 250 - Kominfo/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BINTON NAINGGOLAN

NIP : 19650618 198903 1 018

Pangkat/Golongan  : Pembina Utama Muda / (IV/c)

Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jayapura

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MURSALIN KADIR

NIM :E01121033

Fakultas : limu Sosial dan limu Politik
Universitas Hasanuddin

Program Studi : Administrasi Publik

Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan Penelitian tentang “ E-Readiness
(Kesiapan) Pemerintah Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan e-Government” di Dinas komunikasi
dan Informatika Kota Jayapura pada tanggal 12 Februari 2024.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

’

Jayapura, 19 Maret 2024

KEPALA DINAS\W&;JQIFASI DAN INFORMATIKA

PEMBINA/UTAMA MUDA
NIP. 19650618 198903 1 018
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Lampiran 3. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi
1. Nama : Mursalin Kadir

2. Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 11 Februari 2022
3. Alamat . JI. Baji Pamai V No,9A, Makassar
4. Kawarganegaraan : Warga Negara Indonesia
B. Riwayat Pendidikan
1. SDN INPRES 2 A.P.O JAYAPURA (2014)
2. SMP NEGERI 1 JAYAPURA (2017)
3. SMAS NASIONAL MAKASSAR (2020)
C. Pengalaman Pekerjaan, Organisasi dan Magang
. Ketua Osis SMA Nasional Makassar (2018)
Indonesian Youth Generation (2018-2020)
Peace Generation Makassar (2018-2021)
UKM EBS FM Unhas (2021)
UKM LeDHaK Unhas (2021-2023)
BEM UNHAS (2021-2022)

Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2 Kampus Merdeka
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Inbound Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten (2022)
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No. Tanggal Nama Kegiatan Keterangan
Kegiatan
1. 15 Januari Observasi Melakukan Obseervasi di Kantor
Pemerintah Kota Jayapura
2. 28 Januari — 5 Wawancara Wawancara Langsung dengan
Februari 2024 Perwakilan Masyarakat di 5
Distrik Kota Jayapura
3. 9 Februari 2024 | Wawancara Wawancara Langsung dengan
Perwakilan Wirausaha di Kota
Jayapura
4. 12 Februari Wawancara Wawancara Langsung dengan
2024 Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika yang di Wakili Oleh
Kepala Bidang Informatika Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kota Jayapura
5. 27 Februari Wawancara Wawancara Langsung dengan
2024 Sekretaris Daerah Kota
Jayapura
6. 25 Juni 2024 Wawancara Wawancara via telepon dengan

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil atau yang

mewakili




